NOMOR : 49 TAHUN 2015

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan Rancangan Peratufan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

EAPHDAPBI-P Z0ISPENIABARAN PERUBRAHAN 2014 doox 1



Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah—daerah tingkat N di >
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik |nd§nesia N oggira’f!"aezsé)_(tembaran Negara

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 tentang Peubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 198 :
: [ .
aan Ban‘g?a: (L%rgga(fn l:egaraNRepubgk Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengéﬁ"tﬁﬂﬁai??ﬂ‘n?;ﬂ
omor 12 Tahun embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 " _
Indonesia Nomor 3569); mor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang NoMor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan b . :
: : L ebas d i
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Neg:rr; T?oer;ﬂls):’ikﬁsg’;ei?;

Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangun .
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo?lgg%ng)(_l‘embara“ Negara Republik

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubii i
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286}, g epubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran N b -
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355); egara Republik Indonesia Tahun 2004

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab K
: 3 ouangan N
Negara Repubiik indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republi% in dOnosiaaNgrarl] . ﬁ;&;? (Lembaran

8. Undang-Undang Nomor 10 Tohun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanga :
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ngo;or 43989n)' ictriioses: thigasa Reph

9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi .
. ublik |

Nomor 125, Tam_bahan Lembargm Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebaga?iana te?a h 'diuggﬁ"‘ejséga;ihu&ﬁom

Peraturan Pemerintah Pongganti Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repubiik indonesia T Ean

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sia Tahun

—
.

Mengingat
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan_Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Nomor 4090,
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negaja
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4540) kedua dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

Peraturan Pemer_intah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badah Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negala Republik Indonesia Nomor 5165};
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Menetapkan

1.

Y b . L
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomords77),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penefapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi PeMerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah
diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kedua dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok — pokok Pengeiolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015
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Pasall

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2015 semula
berjumlah Rp. 1.118.340.294.235,00 bertambah sebesar Rp. 136.983.143.030,89 sehingga menjadi Rp. 1.255.323.437.265,89

dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

1.662.538.489,98
74.105.105.582,61

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa Leblh Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan

a. Semuia Rp 1.118.340.294.235,00
b. Bertambah Rp 136.983.143.030,89
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 1.285.323.437.265,89
2. Belanja
a. Semula Rp 1.127.757.187.017,00
b. Bertambah Rp 201.671.385.831,50
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 1.329.428.542.848,50
Surplus/Defisit Setelah Perubahan Rp (74.105.105.582,61)
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
1. Semula Rp 11.116.862.782,00
2 Bertambah Rp 64.650.781.290 59
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 75.767.644.072,59
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1. Semula Rp 1.700.000.000,00
2. Bertambah Rp (37.461.510,02)
Rp
Rp
Rp
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Pasal2
Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran peraturan ini.

Pasal3
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasai4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada tanggal

Pj BUPAT! PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

RU NABU
Diundangkan ¢
pada tanggat ’

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

ANWAR RECCA.
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 22
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